BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TAN GGAMUS

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. oa.

BUPATI TANGGAMU S,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka
Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Tahun
Anggaran 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana
Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten
Tanggamus Tahun 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus
Tahun 2016;

Pasal 18 ayat (6) UndanguUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Unda.ng-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495),



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 . (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 768);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 314);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2014 Nomor 6, Nomor Register Peraturan
Daerah Provinsi Lampung (6/20 14));

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008
Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48),

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 18);



33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 3 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013
Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
Nomor 134);

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2012 Nomor 183) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2013 Nomor 224);

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 37 Tahun 2015
tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor
310);

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016

(Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
Nomor 314).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2016.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten Tanggamus di
Provinsi Lampung.

Bupati adalah Bupati Tanggamus.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai
dengan tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan RKPD Kabupaten
Tanggamus adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan
RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. ‘

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan
dalamrangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja SKPD.

Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja SKPD adalah perubahan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yangmemuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasimasyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD, yang selanjutnya
disingkat dengan RKAP-SKPDadalah perubahan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatanSKPD yang
merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD dan Renstra SKPD yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat dengan
KUPA adalah perubahan dokumen yangmemuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya
untuk periode satu (1) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya
disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKAP-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.



20.

21.

22.

23.

(1)

(2)

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program Pembangunan adalah program-program indikatif yang
merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan
Misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerjapada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang
langsung atau tidaklangsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
pelaksanaan pembangunan. Stakeholderdapat berupa kelompok,
organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam
proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.

BAB II
PERUBAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Perubahan Program Pembangunan Daerah untuk Tahun 2016
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Tanggamus Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan Perubahan Program Pembangunan Daerah untuk Tahun
2016 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan
RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018.

Perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini pada hakekatnya merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Tanggamus yang berisi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2016, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan
Daerah dan Pendanaan/Pagu Indikatif.



Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 disusun berdasarkan
hasil evaluasi laporan realisasi Renja SKPD Triwulan I dan Triwulan II Tahun
2016 yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju
yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi realisasi pencapaian target
kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu
dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo’ anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan;

d. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2015 dan/atau kegiatan baru/alternatif
yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 dijadikan dasar
penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini terdiri dari :

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar



4. Daftar Tabel
5. Bab-Bab yang terdiri dari :
A. BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
1.5 Maksud dan Tujuan

B. BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2016

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2 EvaluasiPelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Dengan Triwulan II Tahun 2016

2.3 Permasalahan Pembangunan
C. BAB IlI RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
D. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.2 Prioritas Pembangunan
E. BABV RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
F. BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 6 tersebut diatas merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB Il

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI TANGGAMUS,

BAM G KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 348



